
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 19 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

TAHUN 2023-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana  
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tentang 

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, 
rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat 

Daerah yang telah diverifikasi disampaikan 
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah 
untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2023-2026; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran 

SALINAN 



 

 

 

 

Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2017 Nomor 3 Seri E); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG TAHUN 2023-2026. 



 

 

 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud 

dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan dan 

Penelitian Pengembangan Daerah adalah 
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan 

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, 
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah. 

7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang 
langsung atau tidak langsung mendapatkan 

manfaat atau dampak dari perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah antara lain 

unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, 
POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, 
tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/ 

desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, 

pemerintahan desa, dan kelurahan serta 
keterwakilan perempuan dan kelompok 

masyarakat rentan termajinalkan. 

8. Pembangunan daerah adalah usaha yang 
sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki daerah untuk peningkatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat, 

kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 

publik dan daya saing daerah sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya. 

9. Perencanaan adalah suatu proses untuk 
menentukan tindakan masa depan yang tepat, 

melalui urutan pilihan, dengan 



 

 

 

 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu 
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan 

yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya yang ada dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka 

waktu tertentu. 

11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 

adalah suatu proses pemantauan dan supervisi 
dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
pembangunan serta menilai hasil realisasi 

kinerja dan keuangan untuk memastikan 
tercapainya target secara ekonomis, efisien dan 

efektif. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 

(dua puluh) tahun. 

13. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 4 (empat) tahun. 

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen 
perencanaan perangkat daerah untuk 4 (empat) 

tahun.  

15. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan 
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat 

ini dengan yang direncanakan serta antara apa 
yang ingin dicapai di masa datang dengan 

kondisi riil saat perencanaan dibuat. 

16. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang 
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan daerah karena 
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan 

karakteristik bersifat penting, mendasar, 
mendesak, berjangka menengah/panjang, dan 

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 

17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. 

18. Sasaran pokok adalah rumusan kondisi yang 

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa 
hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari 

pencapaian arah kebijakan pembangunan pada 
setiap tahapan pembangunan dalam jangka 

waktu 4 (empat) tahunan. 

19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir 
atau kerangka kerja untuk menyelesaikan 

permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 



 

 

 

 

isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap. 

20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi 

sebagai alat ukur untuk pencapaian kinerja 

suatu sasaran dalam bentuk dampak (impact). 

21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang 

selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana 
struktur tata ruang provinsi yang mengatur 

struktur dan pola tata ruang wilayah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 

Pasal 2 

(1) Renstra-PD merupakan pedoman untuk 

penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah yang memuat tujuan, 

sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan 
daerah dan keuangan daerah serta Program 

Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah 
yang disertai dengan kerangka pendanaan yang 
bersifat indikatif berpedoman kepada RPD Tahun 

2023-2026. 

(2) Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program 

dan kegiatan pembangunan dalam rangka 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ 

atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan 
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang 
disusun berpedoman kepada RPD Tahun 2023-

2026. 

 

Pasal 3 

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

menjadi pedoman bagi: 

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana 
Kerja Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi 

seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam 
melaksanakan program pembangunan selama 

kurun waktu 2023-2026; dan 

b. Dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 4 

Renstra-PD Tahun 2023-2026 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I Pendahuluan; 

b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat 

Daerah; 



 

 

 

 

c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis 

Perangkat Daerah; 

d. BAB IV Tujuan dan Sasaran; 

e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan; 

f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan 

Serta Pendanaan; 

g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; dan 

h. BAB VIII Penutup. 

   

Pasal 5 

Pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra-PD 

meliputi: 

a. pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan; dan 

b. evaluasi terhadap hasil pemantauan dan 

supervisi. 

 

Pasal 6 

(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan 
untuk menjamin indikator kinerja dan kelompok 

sasaran, rencana program, kegiatan, serta 
pendanaan indikatif Renstra-PD Provinsi telah 

dipedomani dalam menyususn indikator kinerja 
dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana 
indikatif dan prakiraan maju Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi serta tujuan dan 
sasaran Renstra PD Provinsi telah dijabarkan 

dalam tujuan dan sasaran Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi. 

(2) Evaluasi terhadap hasil pemantauan dan 
supervisi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b 
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan 

bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah 
Provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok 

sasaran, pendaanaan indikatif serta tujuan dan 
sasaran Renstra-PD Provinsi telah dilaksanakan 

melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi. 

 

Pasal 7 

Renstra-PD Tahun Anggaran 2023-2026 disusun 

dengan berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 

 

 

 

Pasal 8 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 30 Juni 2022 
 

P.J. GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

RIDWAN DJAMALUDDIN 
 
Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 30 Juni 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

NAZIARTO 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022 
NOMOR 16 SERI E 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

SYAIFUDDIN 
Pembina Utama Madya / IV/d 
NIP. 19630312 198503 1 013 


